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SALINAN 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVINSI JAWA BARAT  

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG 

NOMOR 2 TAHUN 2020 

TENTANG 
 

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA BANDUNG, 
 

Menimbang    : a. bahwa guna melindungi kepentingan umum, memelihara 

  lingkungan   hidup   serta   sebagai  sarana  perlindungan, 

  pengendalian, penyederhanaan dan penjaminan kepastian 

  hukum, setiap bangunan wajib  terlebih  dahulu memiliki 

  sarana  pencegahan  dan  penanggulangan  kebakaran  dan 

  bencana; 

 b. bahwa Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 

2012    tentang    Pencegahan,    Penanggulangan    Bahaya 

Kebakaran, dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam 

Kebakaran, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 

dan kebutuhan mayarakat sehingga perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b,  perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam 

Kebakaran; 

 
Mengingat      :  1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang   Nomor   16   Tahun   1950   tentang 

Pembentukan  Daerah-Daerah  Kota  Besar  Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 

Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana 

telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 

1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 

Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang 

Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 

40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

551); 

3. Undang-Undang... 

https://jdih.bandung.go.id/
https://jdihn.go.id/files/4/1950uu016.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/1954uu013.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/1954uu013.pdf
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3.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor   134,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik 

Indonesia Nomor 4247); 

4. Undang-Undang   Nomor   24   Tahun   2007   tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

5.  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4725); 

6.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor   112,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik 

Indonesia Nomor 5038); 

7. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 

dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 

9. Undang-Undang    Nomor    23    Tahun    2014    tentang 

Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Undang-Undang    Nomor    30    Tahun    2014    tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 
 

11. Peraturan… 

https://jdih.bandung.go.id/
https://jdihn.go.id/files/4/2002uu028.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2007uu024.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2007uu026.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2009uu025.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2009uu028.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2011uu001.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2014uu023.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2015uu009.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2015uu009.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2014uu030.pdf
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11. Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2005  tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2002   tentang   Bangunan   Gedung   (Lembaran   Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 

12. Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2008  tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 

Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 

4828); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 5161); 

14. Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

15. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  13  Tahun  2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  21  Tahun  2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310); 

16. Peraturan       Menteri       Pekerjaan       Umum       Nomor 

29/PRT/M/2006   tentang   Pedoman   Persyaratan   Teknis 

Bangunan Gedung; 

17. Peraturan       Menteri       Pekerjaan       Umum       Nomor 

14/PRT/M/2017      tentang     Persyaratan     Kemudahan 

Bangunan Gedung; 

18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 

Bandung  (Lembaran  Daerah  Kota  Bandung  Tahun  2016 

Nomor 08): 
 

Dengan ... 

https://jdih.bandung.go.id/
https://jdihn.go.id/files/4/2005pp036.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2008pp021.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2010pp069.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2019pp012.pdf
https://jdih.bandung.go.id/a/file_produk_hukum_perda/07.Tahun%202006.pdf
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn310-2011.pdf
https://jdih.pu.go.id/internal/assets/assets/produk/PermenPUPR/2006/12/PerMenPU29-2006.pdf
https://jdih.pu.go.id/internal/assets/assets/produk/PermenPUPR/2006/12/PerMenPU29-2006.pdf
http://ciptakarya.pu.go.id/pbl/index.php/preview/59/permen-pupr-no-14-tahun-2017-tentang-persyaratan-kemudahan-bangunan-gedung
http://ciptakarya.pu.go.id/pbl/index.php/preview/59/permen-pupr-no-14-tahun-2017-tentang-persyaratan-kemudahan-bangunan-gedung
https://jdih.bandung.go.id/home/produk-hukum/daerah/3412/detail
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Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG 
 

dan 
 

WALI KOTA BANDUNG 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan   :  PERATURAN  DAERAH  TENTANG  RETRIBUSI  PEMERIKSAAN 

ALAT PEMADAM KEBAKARAN. 

 
BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 
 

Bagian Kesatu 
 

Pengertian 
 

 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
 

1.   Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung. 
 

2. Pemerintah  Daerah  Kota  adalah  Kepala  Daerah  sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan 

daerah otonom. 

3.   Wali Kota adalah Wali Kota Bandung. 
 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan 

DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah Kota. 

5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan sub 

urusan Pemerintahan bidang kebakaran dan bencana. 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi sub 

urusan Pemerintahan bidang kebakaran dan bencana. 

7. Pejabat   yang   ditunjuk   adalah   pejabat   di   lingkungan 

Pemerintah Daerah dibidang pencegahan dan 

penanggulangan bahaya kebakaran, serta retribusi 

pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang mendapat 

pendelegasian wewenang dari Wali Kota. 

 
8. Rencana ... 

https://jdih.bandung.go.id/
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8. Rencana    Induk    Sistem    Proteksi    Kebakaran    yang 

selanjutnya disingkat RISPK adalah segala hal yang 

berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan 

dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kota, 

lingkungan dan bangunan. 

9. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran yang selanjutnya 

disingkat RSCK adalah bagian dari Rencana Induk Sistem 

Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan 

untuk mengantisipasi sebelum kebakaran terjadi. 

10. Elevator adalah pesawat lift yang mempunyai kereta dan 

bobot imbang bergerak naik turun mengikuti rel-rel 

pemandu yang dipasang secara permanen pada bangunan, 

memiliki governor dan digunakan untuk mengangkut orang 

dan/atau barang. 

11. Rencana    Sistem    Penanggulangan    Kebakaran    yang 

selanjutnya disingkat RSPK adalah bagian dari RISPK yang 

merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi saat 

kebakaran dan bencana terjadi. 

12. Pemilik Bangunan Gedung adalah Orang, Badan hukum, 

kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum 

sah sebagai Pemilik Bangunan Gedung. 

13. Pengguna  bangunan  gedung  adalah  pemilik  bangunan 

gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung 

berdasarkan  kesepakatan  dengan  pemilik bangunan 

gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan 

gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi 

yang ditetapkan. 

14. Bangunan  gedung  adalah  wujud  fisik  hasil  pekerjaan 

konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, 

sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam 

tanah   dan/atau   air,   yang   berfungsi   sebagai   tempat 

manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau 

tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, 

kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. 

15. Bangunan      perumahan      adalah      bangunan      yang 

peruntukkannya layak dipakai untuk tempat tinggal orang 

yang terdiri dari perumahan dalam komplek, 

perkampungan,  perumahan  sederhana  dan  perumahan 

lainnya. 

16. Permukiman ... 

https://jdih.bandung.go.id/
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16. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak 

huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan 

bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana 

dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. 

17. Kendaraan Bermotor Khusus adalah moda angkutan yang 

khusus diperuntukkan untuk mengangkut Bahan 

Berbahaya dan Beracun. 

18. Potensi Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan 

bahaya  kebakaran  yang  terdapat  pada  obyek  tertentu 

tempat manusia beraktivitas. 

19. Bahaya   Kebakaran   Ringan   adalah   ancaman   bahaya 

kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar 

rendah, apabila kebakaran melepaskan panas rendah, 

sehingga penjalaran api lambat. 

20. Bahaya  Kebakaran  Sedang  I  adalah  ancaman  bahaya 

kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan 

terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar 

dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 (dua setengah) meter dan 

apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, 

sehingga penjalaran api sedang. 

21. Bahaya  Kebakaran  Sedang  II    adalah  ancaman  bahaya 

kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan 

terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar 

dengan tinggi tidak lebih dari 4 (empat) meter dan apabila 

terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga 

penjalaran api sedang. 

22. Proteksi Kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan/ 

pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang di 

pasang pada bangunan gedung. 

23. Sistem  proteksi  kebakaran  pasif  adalah  sistem  proteksi 

kebakaran yang terbentuk atau terbangun melalui 

pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur 

bangunan, pemisahan bangunan berdasarkan tingkat 

ketahanan  terhadap  api,  serta  perlindungan  terhadap 

bukaan. 
 

24. Sistem ... 

https://jdih.bandung.go.id/
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24. Sistem  proteksi  kebakaran  aktif  adalah  sistem  proteksi 

kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem 

pendeteksian kebakaran baik manual ataupun otomatis, 

sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti sprinkler, 

pipa tegak dan selang kebakaran, serta sistem pemadam 

kebakaran berbasis bahan kimia seperti Alat Pemadam Api 

Ringan (APAR) dan pemadam khusus. 

25. Pengelolaan  proteksi  kebakaran  adalah  upaya  mencegah 

terjadinya   kebakaran   atau   meluasnya   kebakaran   ke 

ruangan ataupun lantai bangunan, termasuk ke bangunan 

lainnya melalui eliminasi ataupun minimalisasi resiko 

bahaya kebakaran, serta kesiapan dan kesiagaan sistem 

proteksi pasif maupun aktif. 

26. Persyaratan   teknis   sistem   proteksi   kebakaran   pada 

bangunan gedung dan lingkungan adalah setiap ketentuan 

atau syarat teknis yang harus dipenuhi dalam rangka 

mewujudkan kondisi aman kebakaran pada bangunan 

gedung  dan  lingkungannya,  baik  yang  dilakukan  pada 

tahap perencanaan, perancangan, pelaksanaan konstruksi 

dan pemanfaatan bangunan. 

27. Pencegahan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam 

rangka mencegah terjadinya kebakaran. 

28. Penanggulangan kebakaran adalah upaya yang dilakukan 

dalam rangka memadamkan kebakaran. 

29. Alat   Pemadam   Kebakaran   adalah   alat/benda   untuk 

memadamkan kebakaran. 

30. Alat Pemadam Api Ringan adalah alat untuk memadamkan 

kebakaran yang mencakup alat pemadam api ringan (APAR) 

dan alat pemadam api  berat  (APAB) yang menggunakan 

roda. 

31. Sistem   Alarm   Kebakaran   adalah   suatu   alat   untuk 

memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup 

alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran 

otomatis. 

32. Sistem  Pipa  Tegak  dan  Slang  Kebakaran  adalah  sistem 

pemadam kebakaran yang berada dalam bangunan gedung, 

dengan kopling pengeluaran 2,5 (dua setengah) inci, 1,5 

(satu setengah) inci dan kombinasi. 
 

33. Hidran ... 
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33. Hidran   adalah   alat   yang   dapat   mengeluarkan   air, 

digunakan  untuk  memadamkan  kebakaran, baik  berupa 

hidran halaman dengan kopling pengeluaran ukuran 2,5 

(dua setengah) inci atau hidran gedung dengan kopling 

pengeluaran ukuran 1,5 (satu setengah) inci. 

34. Sistem Sprinkler Otomatis adalah suatu sistem pemancar 

air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur 

ruangan mencapai suhu tertentu. 

35. Sistem Pengendalian Asap  adalah suatu sistem  alami atau 

mekanis yang berfungsi untuk mengeluarkan asap dari 

bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sampai 

batas aman pada saat kebakaran terjadi. 

36. Bonpet   adalah   produk   Pemadam   Api   Ringan   (PAR) 

berbentuk silinder yang memiliki fungsi ganda yakni 

pemadaman otomatis maupun manual. 

37. Sistem pemadam khusus adalah suatu  sistem pemadam 

yang ditempatkan pada suatu ruangan tertentu untuk 

memadamkan kebakaran secara otomatis dengan 

menggunakan  bahan  pemadam  jenis  kimia  kering  atau 

jenis lainnya. 

38. Uji  Mutu  Bahan/Komponen  adalah  uji  ketahanan  api, 

kinerja bahan/komponen proteksi pasif dan aktif dan 

peralatan penanggulangan kebakaran. 

39. Konstruksi  tahan  api  adalah  bangunan  dengan  bahan 

konstruksi campuran lapisan tertentu sehingga mempunyai 

ketahanan terhadap api atau belum terbakar dalam jangka 

waktu yang dinyatakan dalam satuan waktu (jam). 

40. Bahan berbahaya  adalah  setiap  zat/elemen, ikatan  atau 

campurannya  bersifat  mudah  menyala/terbakar,  korosif 

dan lain-lain, karena penanganan, penyimpanan, 

pengolahan, atau pengemasannya dapat menimbulkan 

bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan. 

41. Bahan yang mudah terbakar adalah bahan yang apabila 

terkena  panas/jilatan  api  mudah  terbakar  dan  cepat 

merambatkan api. 
 

42. Daerah ... 
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42. Daerah bahaya kebakaran adalah daerah yang terancam 

bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 25 (dua puluh 

lima) meter dari titik api kebakaran terakhir. 

43. Satuan  Relawan  Kebakaran  yang  selanjutnya  disingkat 

Satwankar adalah setiap orang atau anggota masyarakat di 

Wilayah Daerah Kota yang telah diberikan keterampilan 

khusus tentang pencegahan dan penanggulangan 

kebakaran, serta dengan suka rela membantu 

melaksanakan tugas pencegahan pemadaman tingkat 

pertama yang organisasi dan tata kerjanya ditetapkan oleh 

Wali Kota. 

44. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung adalah bagian 

dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan 

penghuni bangunan gedung dari kebakaran dengan 

mengupayakan kesiapan instalasi proteksi kebakaran agar 

kinerjanya selalu baik dan siap pakai. 

45. Rekomendasi  adalah  Petunjuk  Teknik  Pemasangan  alat 

Proteksi Kebakaran, serta besarannya yang harus dibangun 

atau disediakan oleh pemilik bangunan atau perusahaan 

untuk memenuhi persyaratan pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran pada bangunan. 

46. Label  adalah  suatu  tanda  pengesahan  dari  Pemerintah 

Daerah yang dipasang pada alat Pencegah dan Pemadam 

Kebakaran yang  menunjukan bahwa alat tersebut dapat 

dipergunakan sesuai dengan fungsinya. 

47. Badan  adalah  sekumpulan  orang  dan/atau  modal  yang 

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun 

tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 

perseroan  komanditer,  perseroan  lainnya,  badan  usaha 

milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah 

(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, 

kongsi, koperasi,  dana  pensiun,  persekutuan, 

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial 

politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan 

lainnya  termasuk  kontrak  investasi  kolektif  dan  bentuk 

usaha tetap. 
 

48. Bencana ... 
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48. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 

mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan 

masyarakat  yang  disebabkan  baik  oleh  faktor  alam  dan 

atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan 

lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. 

49. Bencana Lain adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa 

dan/atau  harta  benda,  selain  kebakaran,  antara  lain 

gedung runtuh, banjir, pohon tumbang, longsor, angin 

puting beliung, kecelakaan transportasi dan Bahan 

Berbahaya. 

50. Penyelenggaraan      penanggulangan      bencana      adalah 

serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan 

pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan 

pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. 

51. Pencegahan  bencana  adalah  serangkaian  kegiatan  yang 

dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko 

bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana 

maupun kerentanan pihak yang terancam bencana. 

52. Kesiapsiagaan adalah serangkaian yang dilakukan untuk 

mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta 

melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. 

53. Peringatan  dini  adalah  serangkaian  kegiatan  pemberian 

peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang 

kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh 

lembaga yang berwenang. 

54. Mitigasi  adalah  serangkaian  upaya  untuk  mengurangi 

risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun 

penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi 

ancaman bencana sebagai Pedoman Penyusunan Rencana 

Penanggulangan Bencana. 

55. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan 

akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu 

tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa 

terancam,  hilangnya  rasa  aman,  mengungsi,  kerusakan 

atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. 

56. Tanggap ... 
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56. Tanggap  darurat  bencana  adalah  serangkaian  kegiatan 

yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana 

untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang 

meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta 

benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, 

pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan 

prasarana dan sarana. 

57. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek 

pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang 

memadai  pada  wilayah  pascabencana  dengan  sasaran 

utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar 

semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat 

pada wilayah pascabencana. 

58. Rekonstruksi    adalah    pembangunan    kembali    semua 

prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah 

pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun 

masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan 

berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, 

tegaknya  hukum  dan  ketertiban,  dan  bangkitnya  peran 

serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan 

bermasyarakat pada wilayah pascabencana. 

59. Retribusi   Daerah   yang   selanjutnya   disebut   Retribusi, 

adalah  pungutan  Daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa 

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau Badan. 

60. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan 

pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau 

kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang 

pribadi atau Badan. 

61. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan 

oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan 

kemanfaatan  umum  serta  dapat  dinikmati  oleh  orang 

pribadi atau Badan. 

62. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang 

merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk 

memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah 

Daerah yang bersangkutan. 
 

63. Surat ... 

https://jdih.bandung.go.id/


12  

https://jdih.bandung.go.id/ 

 

 

 

63. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat 

SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi 

yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau 

telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui 

tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota. 

64. Surat   Ketetapan   Retribusi   Daerah   yang   selanjutnya 

disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang 

menentukan   besarnya   jumlah   pokok   retribusi   yang 

terutang. 

65. Surat   Ketetapan   Retribusi   Daerah   Lebih   Bayar   yang 

selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan 

retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 

retribusi   karena   jumlah   kredit   retribusi   lebih   besar 

daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak 

terutang. 

66. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat 

STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi 

dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau 

denda. 

67. Kas  Umum  Daerah  adalah  tempat  penyimpanan  uang 

Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk 

menampung  seluruh  Penerimaan  Daerah dan  membayar 

seluruh Pengeluaran Daerah. 

68. Pemeriksaan  adalah  serangkaian  kegiatan  menghimpun 

dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang 

dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan 

suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi 

dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

daerah dan retribusi daerah. 

69. Penyidikan   tindak   pidana   di   bidang   retribusi   adalah 

serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk 

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 

membuat  terang  tindak  pidana  di  bidang  retribusi yang 

terjadi serta menemukan tersangkanya. 

BAB … 
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BAB II 
 

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN 
 

 
Bagian Kesatu 

Jenis Retribusi 
 

 
Pasal 2 

 

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 

dipungut retribusi atas pelayanan yang diberikan oleh 

Pemerintah Daerah Kota dalam pemeriksaan dan/atau 

pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan 

kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau 

dipergunakan oleh setiap orang atau badan. 

 

 

Paragraf 1 

Objek dan Subjek Retribusi 
 

 
Pasal 3 

 

(1) Objek  Retribusi  Pemeriksaan  Alat  Pemadam  Kebakaran 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2  adalah pelayanan 

pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, 

alat  penanggulangan  kebakaran,  dan  alat  penyelamatan 

jiwa oleh Pemerintah Daerah Kota terhadap alat pemadam 

kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat 

penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan 

oleh setiap orang atau badan. 

(2) Subjek  Retribusi  adalah  setiap  orang  atau  badan  yang 

mendapat pelayanan dari Pemerintah Daerah Kota atas 

pemeriksaan dan/atau Pengujian alat pemadam kebakaran, 

alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan 

jiwa. 

(3) Wajib  Retribusi  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang 

menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan 

retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 

retribusi, termasuk pemungutan dan pemotong retribusi. 

Paragraf … 
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Paragraf 2 
 

Golongan Retribusi 
 

 
 

Pasal 4 
 

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran digolongkan 

sebagai Retribusi Jasa Umum. 

 
 

Paragraf 3 
 

Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa 
 
 
 

Pasal 5 
 

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan 

jumlah alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan 

kebakaran,   dan   alat   penyelamatan   jiwa   yang   diperiksa 

dan/atau diuji serta pemeriksaan dan pengujian instalasi alat 

pemadam kebakaran. 

 

 
Paragraf 4 

 

Prinsip dan Sasaran Dalam 
 

Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif 
 
 

Pasal 6 
 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa 

Umum  ditetapkan  dengan  memperhatikan  biaya 

penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan 

masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian 

atas pelayanan tersebut. 

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya 

operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. 

(3) Dalam  hal  penetapan  tarif  sepenuhnya  memperhatikan 

biaya   penyediaan   jasa,   penetapan   tarif   hanya   untuk 

menutup sebagian biaya. 
 

Pasal … 
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Pasal 7 
 

Tarif    retribusi    Pemeriksaan    Alat    Pemadam    Kebakaran 

ditetapkan sebagai berikut: 
 

No Jenis Ukuran 
Tarif Retribusi 

(Rp) 
 

 
 

1 

 
Dry Chemical, 
CO2, Thermatik, 
Foam/Busa dan 
jenis lainnya. 

0.5 Kg s/d 3 Kg 10.500.00 

> 3 Kg s/d 10 Kg 14.000.00 

> 10 Kg s/d 40 Kg 17.500.00 

> 40 Kg 21.000.00 
 

 
 

2 

 

 
 

Sprinkler 

< 1000 titik 3.500.00 

> 1000 titik s/d 

3000 titik 

 

3.000.00 

> 3000 titik 2.250.00 

3 Detector Pertitik 3.500.00 

4 Alarm Pertitik 7.000.00 

5 Fire Hydrant Pertitik 35.000.00 

6 Bonpet Perbuah 14.000.00 

7 Red Comet Perbuah 14.000.00 

 
Pasal 8 

(1)   Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat 

ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 

(2)   Peninjauan  tarif  retribusi  sebagaimana  dimaksud  pada 

ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga 

dan perkembangan ekonomi. 

(3)   Penetapan  tarif  retribusi  sebagaimana  dimaksud  pada 

ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota. 

 
 

Paragraf 5 
 

Pemungutan Retribusi 
 

 
Bagian Kesatu 

 

Tata Cara Pemungutan 
 

 

Pasal 9 
 

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau 

dokumen lain yang dipersamakan. 

(2)   Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud 

pada  ayat  (1)  dapat  berupa  karcis,  kupon,  dan  kartu 

langganan. 
 

(3) Ketentuan … 
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(3)   Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan 

pemungutan retribusi diatur dalam Peraturan Wali Kota. 

 
 

Bagian Kedua 
 

Tata Cara Pembayaran 
 

 
 

Pasal 10 
 

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi 

sekaligus. 

(2)   Pembayaran  Retribusi  dilakukan  di  kas  daerah  atau 

tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang 

ditentukan  dengan  menggunakan  SKRD  atau  dokumen 

lain yang dipersamakan dan STRD. 

(3)  Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang 

ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus 

disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali 

dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang telah 

ditetapkan oleh Wali Kota. 

(4)   Apabila pembayaran Retribusi dilakukan lewat waktu yang 

ditentukan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) 

dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% 

(dua  persen)  setiap  bulan  dari Retribusi yang  terutang 

atau kurang dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 

(dua puluh empat) bulan dengan menerbitkan STRD. 

(5)   Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan ukuran 
 

SKRD dan STRD diatur dalam Peraturan Wali Kota. 
 

 
 

Pasal 11 
 

(1)   Atas permohonan Wajib Retribusi, Wali Kota atau Pejabat 

yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada 

Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda 

pembayaran  retribusi  dengan  dikenakan bunga  sebesar 

2% (dua persen) setiap bulan. 
 

(2)   Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara angsuran dan 

penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan 

Wali Kota. 
 

Pasal … 
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Pasal 12 
 

Retribusi yang Terutang Dipungut di Wilayah Daerah Kota. 
 
 
 

Bagian Ketiga 
 

Tata Cara Penagihan 
 

 

Pasal 13 
 

(1)   Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain 

yang dipersamakan dan Surat Keputusan Keberatan yang 

tidak atau kurang bayar ditagih dengan menggunakan 

STRD. 

(2)   Penagihan   Retribusi   terutang   sebagaimana   dimaksud 

pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran. 

(3)  Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang 

sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan 

retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal 

jatuh tempo pembayaran. 

(4)   Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat 

Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib 

Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. 

(5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh 

Pejabat yang ditunjuk. 

(6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/ 

Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dalam Peraturan 

Wali Kota. 

 

Bagian Keempat 

Keberatan 
 

 
Pasal 14 

 

(1)   Wajib  Retribusi  tertentu  dapat  mengajukan  keberatan 

hanya kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas 

SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 

(2)   Keberatan    diajukan    secara    tertulis    dalam    bahasa 

Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. 
 
 
 

(3) Keberatan … 
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(3)   Keberatan  harus  diajukan  dalam  jangka  waktu  paling 

lama  3  (tiga)  bulan  sejak  tanggal  SKRD  diterbitkan, 

kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan 

bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena 

keadaan diluar kekuasaannya. 

(4)   Keadaan  diluar  kekuasaannya  sebagaimana  dimaksud 

pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar 

kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi. 

(5)   Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar 

Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi. 
 

 

Pasal 15 
 

(1)   Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan 

sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi 

keputusan atas keberatan yang diajukan dengan 

menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. 

(2)   Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, 

bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan 

oleh Wali Kota. 

(3)   Keputusan   Wali   Kota   atas   keberatan   dapat   berupa 

menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau 

menambah besarnya Retribusi yang terutang. 

(4)   Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) telah lewat dan Wali Kota tidak memberi suatu 

keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap 

dikabulkan. 
 

Pasal 16 
 

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau 

seluruhnya, kelebihan  pembayaran  Retribusi 

dikembalikan  dengan  ditambah  imbalan  bunga  sebesar 

2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 12 (dua 

belas) bulan. 

(2)   Imbalan  bunga  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) 

dihitung    sejak    bulan    pelunasan    sampai    dengan 

diterbitkannya SKRDLB. 
 

Bagian … 
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Bagian Kelima 

Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan 

Retribusi dan Penghapusan Sanksi Administratif 
 

 
Pasal 17 

(1) Atas permohonan Wajib Retribusi, Wali Kota dapat 

memberikan  keringanan,  pengurangan,  pembebasan 

pokok Retribusi dan penghapusan sanksi administratif 

menurut  peraturan  perundang-undangan  retribusi 

daerah. 

(2)   Keringanan  dan  pengurangan   sebagaimana  dimaksud 

pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib 

Retribusi. 

(3)   Pembebasan pokok Retribusi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi Objek Retribusi. 

(4)   Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan 

kemampuan Wajib Retribusi. 

(5)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian 

keringanan, pengurangan, pembebasan pokok Retribusi 

dan penghapusan sanksi administratif diatur dalam 

Peraturan Wali Kota. 

 
 

Bagian Keenam 

Pengembalian Kelebihan Pembayaran 
 

 

Pasal 18 

(1)   Atas  kelebihan  pembayaran  Retribusi,  Wajib  Retribusi 

dapat  mengajukan  permohonan  pengembalian  kepada 

Wali Kota. 

(2)   Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan 

sejak diterimanya permohonan pengembalian pembayaran 

Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus 

memberikan keputusan. 

(3)   Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) telah dilampaui dan Wali Kota tidak memberikan suatu 

keputusan,     permohonan     pengembalian     kelebihan 

pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB 

harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan. 

(4) Apabila … 
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(4)   Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi atau 

lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk 

melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut. 

(5) Pengembalian    kelebihan    pembayaran    Retribusi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 

jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya 

SKRDLB. 

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi 

dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Wali Kota 

memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) 

sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan 

pembayaran Retribusi. 

(7)  Ketentuan mengenai tata cara pengembalian kelebihan 

pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diatur dalam Peraturan Wali Kota. 

 
 

Bagian Ketujuh 
 

Kadaluwarsa Penagihan 
 

 
 

Pasal 19 
 

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi 

kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) 

tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali 

jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang 

Retribusi. 

(2)   Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tertanggung apabila: 

a.  diterbitkan surat teguran; atau 
 

b.  ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, 

baik langsung maupun tidak langsung. 

(3)   Dalam   hal   diterbitkan   Surat   Teguran   sebagaimana 
 

dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan 

dihitung   sejak   tanggal   diterimanya   Surat   Teguran 

tersebut. 
 

(4) Pengakuan … 
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(4)   Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi 

dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai 

utang Retribusi dan belum melunasinya kepada 

Pemerintah Daerah Kota. 

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat 

diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau 

penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh 

Wajib Retribusi. 

 
 

Pasal 20 

(1)   Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena 

hak  untuk  melakukan  penagihan  sudah  kadaluwarsa 

dapat dihapus. 

(2)   Wali Kota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang 

Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1). 

(3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang 

Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dalam Peraturan 

Wali Kota. 

 
 

Bagian Kedelapan 
 

Pemeriksaan 
 

 

Pasal 21 

(1)   Wali  Kota  berwenang  melakukan  pemeriksaan  untuk 

menguji   kepatuhan   pemenuhan   kewajiban   Retribusi 

dalam rangka melaksanakan peraturan perundang- 

undangan Retribusi. 

(2)   Wajib Retribusi yang diperiksa wajib: 
 

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau 

catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan 

dokumen lain yang berhubungan dengan Objek 

Retribusi yang terutang; 

b. memberikan  kesempatan  untuk  memasuki  tempat 

atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan 

bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau 

c.    memberikan keterangan yang diperlukan. 
 

(3) Ketentuan … 
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(3)   Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan 
 

Retribusi diatur dalam Peraturan Wali Kota. 
 

 
 

Bagian Kesembilan 
 

Insentif Pemungutan 
 

 
 

Pasal 22 
 

(1)   Perangkat   Daerah   yang   melaksanakan   pemungutan 

Retribusi Daerah dapat diberi insentif atas dasar 

pencapaian. 

(2)   Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah. 

(3) Tata  cara  pemberian  dan  pemanfaatan  insentif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 

Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 
 

BAB III 

PENYIDIKAN 

 
 

Pasal 23 
 

(1)   Kerugian  yang  diakibatkan  karena  bahaya  kebakaran 

pada  dasarnya  menjadi  tanggung  jawab  pemilik 

bangunan,  kecuali  diperjanjikan  lain  sebelumnya 

dan/atau atas penyidikan pihak Kepolisian Republik 

Indonesia terdapat pembuktian lain. 

(2)   Dalam pembuktian terjadinya bahaya kebakaran, Dinas 

tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan 

yang melampaui wewenang Petugas Penyidik yang telah 

ditetapkan oleh Undang-undang. 

(3)   Selain pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia 

yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas 

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 

Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota. 

(4) Dalam … 
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(4)   Dalam  melaksanakan  tugas  penyidikan,  para  pejabat 
 

PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berwenang: 
 

a. menerima, laporan  atau  pengaduan  dari seseorang 

tentang adanya tindak pidana di bidang pencegahan 

dan  penanggulangan  kebakaran  dan Retribusi 

Daerah; 

b. meneliti,     mencari,     mengumpulkan     keterangan 

mengenai orang pribadi atau Badan tentang 

kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan 

dengan tindak pidana di bidang pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran dan Retribusi Daerah; 

c. meminta  keterangan  dan  bahan  bukti  dari  orang 

pribadi   atau   badan   sehubungan   dengan   tindak 

pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan 

kebakaran dan Retribusi Daerah; 

d. memeriksa      buku-buku,     catatan-catatan      dan 

dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak 

pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan 

kebakaran dan Retribusi Daerah; 

e. melakukan    penggeledahan    untuk    mendapatkan 

bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen- 

dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap 

bahan bukti tersebut; 

f. meminta    bantuan    tenaga    ahli    dalam    rangka 

pelaksanaan tugas penyidikan di bidang pencegahan 

dan  penanggulangan  kebakaran  dan Retribusi 

Daerah; 

g. menyuruh        berhenti,        melarang        seseorang 

meninggalkan ruangan atau tempat pada saat 

pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 

identitas orang dan dokumen yang sedang dibawa 

sebagaimana dimaksud pada huruf f; 

h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang 

berkaitan  dengan  tindak  pidana  di  bidang 

pencegahan  dan  penanggulangan  kebakaran  dan 

Retribusi Daerah; 
 

i. memanggil … 
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i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan 

diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 

j. mengadakan     penghentian     penyidikan     setelah 

mendapat  petunjuk  bahwa  tidak  terdapat  cukup 

bukti  atau  peristiwa  tersebut  bukan  merupakan 

tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal 

tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau 

keluarganya; dan 

k. mengadakan  tindakan  lain  menurut  hukum  yang 

dapat dipertanggungjawabkan. 

(5)   Dalam melakukan tugasnya, PPNS sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) tidak berwenang melakukan penangkapan, 

dan/atau penahanan. 

(6)   PPNS  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5)  membuat 

berita acara setiap tindakan tentang: 

a.    pemeriksaan tersangka; 
 

b.    memasuki rumah; 

c.    penyitaan barang; 

d.    pemeriksaan surat; 

e.    pemeriksaan saksi; 

f.     pemeriksaan di tempat kejadian; dan 
 

g. mengirimkan  berkasnya  kepada  Penuntut  Umum 

melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. 

 
 
 

BAB IV  

KETENTUAN PENUTUP 

 
 
 

Pasal 24 

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan 

paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini 

diundangkan. 

Pasal … 
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Pasal 25 
 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan 

Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Retribusi 

Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota 

Bandung Tahun 2012 Nomor 12) masih berlaku, kecuali 

ketentuan mengenai Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam 

Kebakaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 
Pasal 26 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kota Bandung. 
 

 

Ditetapkan di Bandung 

pada tanggal 14 September 2020 
 

WALI KOTA BANDUNG, 

TTD. 

ODED MOHAMAD DANIAL 
 
 

Diundangkan di Bandung 

pada tanggal 14 September 2020 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG, 

TTD. 

EMA SUMARNA 
 

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 2 

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA 

BARAT (2/67/2020). 
 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG, 
 

 
 
 
 

H. BAMBANG SUHARI, SH. 

Pembina Tingkat I 

NIP. 19650715 198603 1 027 
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